
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO 
NOMOR 33 TAHUN 2006 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERA TU RAN DAERAH KA BU PATEN KARO NOMOR O2 TAHUN 2005 

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARO, 

• Menimbang 

Menginat : 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dowan Perwakilan Rakyat Daorah, 

dan tindak lanjut pelaksanaan Pasal 10 1  ayat (3) Undang-Undang Noor 22 Tahun 
2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Porwakilan Daorah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, telah tetapkan Peraturan Daerah Kapupaten Karo Nomor 02 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakillan Rakyat 
Daerah dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan 
Selan]a Daerah berdasaran Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu mengubah beberepa ketentuan Peraturan 
Daorah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf a 

berdasaran Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagamana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2006; 

c. bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b. dipandang 
perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Deereh Kabupaten Karo Nomor O2 
Tahun 205 Tentang Keduduan Protokoler dan Keuangan PImpinan dan Angg0ta 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah. 

1 .  Undang-Undang Drt No 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten-Kabupaton Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 58, Tambahan i.embaran Negara Nomor 
1092) 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 
1987 Nomor 43, Tambahan Lombaran Negara Nomor 3363); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidane Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahen Lembaran 

Negara Noor 4052) 

4. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang - Undang Nornor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwallan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nom1Or 92, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 

6. Undang. . . . ..  
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6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10  Tahun 2004 tentang Fembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lombaran Negara 
NomOr 4389); 

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lombaran Negara Nomor 
4437 ) sebagaimana telah dlrubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tontang 
Pemerintahan Daerah men]ad Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438), 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan 
Mongonai Tata Tompat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lombaran Negara 
Tanun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
54, Tambanan Lembaran Negara Nomor 3952); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaren Negara Tahun 2000 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

13. Peraturan Pemerintah Nomnor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nom0r 4416); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan 
Paraturan Tata Tortib Dewan Perwakilan Rakyat Daorah.(lombaran Negara Tahun 
2004 Nomor 9 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417); 

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler den Keuangan 
PImpnan dan Anggota Dewan Perwallan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540): 

1 6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembsran Negere 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ); 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas 
Poraturan Pomerintah Nomor 24 Tahun 2004 tontang Kodudukan Protokolor dan 
Keuangan PImpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659); 

19. Peraturan ..... 
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19.  Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daorah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005 Nomor 04) 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO 

dan 
B U P A T I  K A R O  

MEMUTUSKAN:  

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KARO NOMOR O2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN 
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 
2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan den Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tanun 2005 Nomor 
04) diubah sebagai berikut : 

1 .  Di antara huruf r dan huruf s Pasal 1 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf r.a 
dan r.b, sehingga borbunyi sebagai borikut: 

r.a Tunjangan Komunikasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang 
diberikan epada Pimpinan dan Anggota DPRD stiap bulan dalam 
ranga mendorong peningatan inerja alam menarpung an 

menyalurkan aspirasi masyarakat di Daerah pemilihannya. 

r.b Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD 
sotiap bulan untuk menunjang kogiatan operasional yang borkaitan 
dengan representasi, pelayanan, Kemudahan dan ebutunan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari. 

2. Ketentuan Pasal 1 huruf s dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

s. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa 
pomborian jaminan pemeliharaan kosohatan, pakaian dinas kepada 
PImpinan dan Anggota DPRD, penyedlaan rumah Jabatan Pimpina 
DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, 
sorta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan portengapannya. 

3. Ketentuan Pasal 1 4  drubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: 

a. Uang Representasi; 

b. Tunjangan Keluarga; 

c. Tunjangan Beras; 

d. Uang Paket; 

e. Tunjangan Jabatan; 

f. Tunjangan Panitia Musyawarah; 

g. Tunjangan Komisi 

h. Tunjangan.. . . .  



h. Tunjangan Panitia Anggaran 

i.  Tunjangan Badan Kehomatan 

j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya. 

4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15  disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A 
yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 14 A 

( 1 )  Selain penghasilan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14, kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa 
Tunjangan Komunikasi Intensif. 

(2) Selan penenimaan lain sebagaimana dimasud paca ayat ( 1 )  Kepada 
Pimpinan DPRD dberikan Dana Operasional. 

5. Ketentuan Pasal 15  ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 15  berbunyi sebagal 
berikut: 

Pasal 1 5  

(1 )  Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi. 

(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara engan Gaj Pokok Bupati yang 
ditetapkan Pemerintah. 

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Sebesar 80% (delapan puluh 
perseratus) dari Uang Roprosentasi Ketua DPRD. 

(4) Uang Representasi Anggota DPRD Sebesar 75% (tujuh puluh lira 

perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD. 

6. Di antara Pasal 1 5  dan Pasal 1 6  disisipkan 1 (satu}) pasal, yakni Pasal 15A 
yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 5  A  

( 1 )  Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan 
Tunjangan Beras. 

(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ,  besarnya sama dengan ketentuen yang berlaku pada Pegewai 
Negen1 SIpiI 

7. Ketentuan Pasal 18  drubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 8  

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau 
Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kohormatan atau Alat Kolongkapan 

Lainnya yang perukan, dlber1an tun]angan alat kelengkapan sebagal bertkut: 

a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjanan Jabatan 
Ketua DPRD; 

b. Wakll Ketua sebesar 5% (ma perseratus) dan1 Tun]angan Jabatan Ketua 
DPRD; 

c. Sekretaris sobesar 4%(empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD, 
d. Anggota 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD. 

8. D i a n tara. . . . .  
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8. Di antara Pasal 18  dan Pasal 19  disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 18A, 
Pasal 188. Pasal 18C dan Pasal 1 8  D  shingga borbunyi sebagai borikut: 

Pasal 18 A 

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal I4 A ayat 
( 1 )  diborikan kepada Pimpinan dan Angola DPRRD sotiap bulan paling tinggi 3 

(tlga) all uang representasl Ke'ua DPRD. 

Pasal 18  B  

( 1 )  Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayal (2) 
diborikan kopada Ketua DPRD sotiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali 
uang representasl yang bersangkutan. 

(2) Dana Operasional yang berikan kepada Wakil Ketua DPRD paling 
tinggi 4 (tempat) kali uang representasi yang bersangkutan. 

Pasal 1 8  C  

( 1 )  Penetapan besamnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 
Operasional Pimpinan OPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8  A  
dan Pasal 1 6  B  mempertimbangan peban tugas dan Kemampuan 
keuangan daerah. 

(2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana Operasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  memperhetikan esas manfast dan 
cfsiensi dalam ranga menduung elancaran pelasaraan tugas. 

Pasa l 18 D 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana imaksud 

dalam Pasal 1 8  A  dan Pasal 1 8  B  dibayarkan torhitung mulai tanggal 1 Januari 
2006. 

9. Ketentuan Pasal 19  dubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. 

Fasal 19 

( 1 )  Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas 
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4  dibobankan pada 
APBD. 

(2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas 
penerimaan lain sebegaimana dimaksud dalam Pasal 14~ dibebankan 
epada yang bersangkutan sesual dengan etentuan peraturan 
perundang-undangan. 

10. Ketentuan Pasal 20 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 20 

( 1 )  Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan 
pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi 
esehatan epada Lembaga Asuransl yang ltetapan oleh Bupat 
dengan persetujuan DPRD. 

(2) Keluarga.... . 
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(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan 
$ pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istori dan 2 (dua) orang anak; 

(3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  termasuk 
biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam sotahun bagi pimpinan dan 

anggota DPRD. 

(4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dibebankan pada APBD. 

1 1 .  Ketentuan pasal 25 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. 

Pasal 25 

( 1)  Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan 
Pimpinan atau rumah dines anggota DPRD, kepade yang bereangkutan 
dlberikan tun]angan peruraha3n, 

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  diberikan 
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap boulan torhitung mulai tanggal 

pengucapan sumpah/1anil. 

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus memperhatikan asas epatutan, kewajaran dan resionalitas serta 
standar harga setempat yang beraku. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya lunjangan perumahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah. 

12. Ketentuan Pasal 26 dirubah sehingga berbunyr sebagai berikut : 

Pasal 26 

( 1 )  Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta 
atributnya yang terdiri dari 

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) 
tahun; 

b. Pakalan SIpll Resm! disedaan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) 
tahun; 

c. akaien Sipil Lengkap disediskan 1 (satu) pasang dslam 6 (lima) 
tahun; 

d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 
(satu) tahun. 

2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas 
mempertimbangkan prinsip penghomatan, kepatutan, dan kowajaran. 

13.  Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian. yakni 
Bagian Kedua A, dan Ketontuan Pasal 27 Bagian Kedua diubah, sohingga 
perunyi sebagal berkKut: 

Bagian... . .  
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Bagian Kedua A 
Uang Duka dan Bantuan 

Pengurusan Jenazah 

Pasal 27 

( 1 )  Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam 

menjalankan tugas, epada ahli waris diberiken uang duka sebesar 2 (dua) 
Kall uang representasl. 

(2) Dalam ha! Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam 
menjalankan tugas, epada ahli waris diborikan uang duka sobosar 6 

(enam) all uang representasl. 

(3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dan ayat (2), 
kopada anti waris diborikan bantuan pengurusan jonazah. 

14 .  Ketentuan Pasal 29 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut 

Pasal 29 

( 1 )  Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran 
tugas, fungsi dan wowenang DPD. 

(2) Belanja penunjang egiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, 

(3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan 
a. Rapat-rapat; 
b. Kun]ungan er]a; 
c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian an 

penolaahan peraturan daerah; 

d. peningkatan sumberdaya manusla cdan profeslonalsme; 
e. Koordinasi dan konsultasi egiatan pemerintahan dan 

emasyarakatan. 

15. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehiagga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30 

( 1 )  Sekretais DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang 
tordiri atas ponghasilan, penorimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan 
tun]angan eseahteraan serta belanja penunlang eglatan DPRD yang 
diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Porangkat Darah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD. 

(2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ,  Pasal 14A, Pasal 25, Pesal 27 dan Pasal 28 dianggarkan dalam pos 
DPRD. 

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20, Pesal 21 ,  Pasal 23, dan Pasal 26, serta Belanje 
Penunlang Keglatan DPRD sebagalmana airnaksud dalam Pasal 24 ayat 
(2), dianggarkan dalamn pos Sekretariat DPRD yang diuraikan e dalam 
jenis belanja sebagai berikut :  
a. Belanla Pegawal: 
b. Belanja Barang dan dasa, 
c. Belanja Modal, 

(4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sasual dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal.. . . .  
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai beraku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, momerintahkan pengundangan · dongan 
penempatannya alam Lembaran Dasran Kabupaten Karo 

° l_ Kapanlahe /f s  gsano <bar2oos 

� --------=-- � 
J 

lundangkan DI Kaban]ahe 
ada tanggal :  26 Des embe2006 

3EKRETARIS' 

' SUMBEUL EENH 

H KABUPATEN 

.EMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 N O M O R  32 
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Angka 3 
Pasal 14  

Cukup ]elas. 

Angka 4 

Pasal 14A 
Cukup ]elas. 

Angka 5 
Pasal 15  

Cukup ]elas. 

Angka 6 
Pasal 15  A  

Cukup jelas. 
Angka 7 

Pasal 18 
CuKup Jalas 

Angka 8 
Pasal 18A 

Cukup jelas. 

Pasal 188 
Cukup Jelas. 

Pasal 18C 
Ayat ( 1 )  

Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah 
penduduk, Iuas wlayah, Jumlah kecamatan dan desa di abupaten 
dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanan. Kemampuan keuangan 
daerah antara lain dikaitkan dengan etersediaan euangan daerah 
setelah seuruh pendapatan daerah danggaran urrtuk mendanal 
urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan 
kewajibankewajiban ainnya yang mengikat sesuai dengan kotontuan 
peraturan perundang-undangan sepertl pernbayaran iGlan dan 
pokok utang pinjaman daerah dan/atau pelunasan kewajiban 
pomorintah daorah kepada pihak kofiga. 

Angka 9 

Angka 10 

Pasal 20 
Cukup Jelas 
Angka 1 1  

Pasal 25 

Cukup Jelas 
Angka 1 2  
Pasal 26 
Cukup Jelas 

Avat 2) 
Cukup jelas. 

Pasal 18D 
Cukup jelas. 

Pasal 19  

Cukup jelas. 



Angka 13 

gka 14 
sal 29 
up Jelas 

Angka 15 
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Pasal 27 

Uang dua wafat dan bantuan pengurusan ]enazah bebankan dalam APBD 
dan dberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD 
meninggal dunia. 

Pasal 30 

Avat ( 1 )  
Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dckumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran 
yang diperukan untuk melaksanakannya. 

Aat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat t3) 
Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis belanja' adalah 
sebagai berkut :  

a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan 
Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan 
dan jabatan serta penghasilan lainnya y a n g  ditetapan sesual 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

b. Belanja barang dan jasa yaitu u nt u k  pembelian/ pengadaan barang 
yang masa manfaatnya paling lama 1 2  (dua bolas) bulan dan 
pemakalan [asa dalam me!aksanakan egiatan pemerintahan, 
mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, 
pombayaran promi asuransi kosehatan dan general chock-up, 

makanan dan m n u m a n ,  pakaisn dinas dan atnibutnya serta 
perjalanan dinas. 
Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan 
AnggOta D P R D  dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama 
lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun ke 
luar deerah ysng besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan 
dinas Pegawal Negerl SIpI Tingkat A yang dtetapkan oleh Kepala 
Daerah. 

c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelien/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana 
maul: menun)ang Kancaran tugas dan ungs! DPRD yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas ) bulan seperti: 
tanah, peralatan den mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap 
1ainnya. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 


